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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu kota tidak mungkin dihindari, karena pada kenyataannya tidak ada satu pun kota di dunia yang statis. Akibatnya akan bermunculan bangunan-bangunan baru yang dinilai lebih modern menggantikan dan/atau melengkapi bangunan lama, sehingga yang terjadi adalah penghancuran bangunan kuno pada kawasan lama suatu kota dan akan menjadi suatu bentuk atau mempunyai fungsi baru. Penghancuran bangunan kuno seperti ini, yang dilakukan atas nama kemajuan dan modernisasi, dapat disebut sebagai tindakan bunuh diri arsitektur (Eko Budiharjo, 1998 : 124).

Dalam perkembangan suatu kota, hal yang banyak terjadi dan patut di sayangkan adalah hilangnya ciri khas wajah lama suatu kota yang sebetulnya menjadi cerminan karakter budaya kota yang yang bersangkutan. Obyek-obyek dan kegiatan pada sebuah kota yang menjadi karakter budaya khas kota tersebut adalah warisan budaya yang penting. Warisan budaya atau sering disebut sebagai manifestasi budaya manusia yang berasal dari masa lalu baik yang bewujud fisik maupun non fisik yang berupa kegiatan sehari-hari atau hal-hal yang bersifat perayaan pada momen-momen tertentu yang masih ada dan di lestarikan. Warisan budaya menjadi penting karena gencarnya kegiatan modernisasi dan globalisasi yang jika tidak di kendalikan akan memberikan wajah yang sama di setiap kota.

Keberadaan suatu bangunan kuno dan aktivitas masyarakat yang mempunyai nilai sejarah, estetika dan kelangkaan akan sangat dikenali oleh masyarakat dan secara berlangsung akan mengarah pada satu lokasi dan karakter kebudayaan suatu kota, salah satunya adalah keberadaan Karaton Kasunanan Surakarta atau lebih tepatnya Karaton Surakarta Hadiningrat yang berlokasi di kota Surakarta atau lebih dikenal sebagai kota Solo. Untuk selanjutnya penulis akan menyebut Keraton Kasunanan Surakarta dengan sebutan Karaton Surakarta Hadiningrat karena berdasarkan catatan sejarah dan kepustakaan yang ada di dalam Karaton Surakarta Hadiningrat nama sebutan tersebut sudah di maklumatkan oleh pendiri Karaton Surakarta Hadiningrat yaitu Ingkang Sinoewoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono II pada waktu pindahnya Karaton Kartasura Hadiningrat ke desa Sala yang kemudian menjadi kota Surakarta. 

Pada Pasewakan Agung itu bersabdalah Ingkang Sinoewoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono II sebagai berikut : “Adipati Pringgalaya, karsaningsun hing mengko desa hing Sala hingsun pundut jenenge, desa Sala hingsun karsakake dadi nagaraningsun, hingsun paringi jeneng hing nagara Surakarta Hadiningrat. Sarupaning kawulaningsun kabeh pada hangestokna. (Buku Nitik Karaton, hal. 8). Maka berdasarkan Buku Nitik Karaton tersebut nama sebutan yang benar adalah Karaton Surakarta Hadiningrat.   

Karaton Surakarta Hadiningrat adalah salah satu peninggalan sejarah bangsa Indonesia yang merupakan karya budaya yang sangat tinggi nilainya, khususnya berkaitan dengan kebudayaan Jawa. Ditinjau dari segi sejarah, Karaton Surakarta Hadiningrat adalah kelanjutan dari Karaton Mataram yang didirikan oleh Ingkang Sinoewoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono II (ISKS Pakoe Boewono II), pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Suro tahun Je 1670, Sinengkalan “Kombul Ing Pudya Kapyarsihing Nata” atau bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1745 Masehi, sebagai pengganti dari Karaton  Kartasura Hadiningrat yang telah rusak disebabkan adanya pemberontakan orang-orang Tiong Hwa (Cina) tahun 1742, yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, Raden Mas Garendi adalah putra Pangeran Tepasana yang adalah putra Sinoehoen Amangkoerat II (Amangkoerat Amral). Pemberontakan di Karaton Kartasura Hadiningrat ini dikenal dengan “Geger Pecinan”.

Dalam perjalanannya Karaton Surakarta Hadiningrat mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan ISKS Pakoe Boewono III, Karaton Surakarta Hadiningrat terpecah menjadi dua karena adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Pebruari 1755, yakni menjadi Karaton Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang kemudian pecah lagi masing-masing menjadi Karaton Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alaman.

Karaton Surakarta Hadiningrat oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai “Pusering Tanah Jawi” dan “Sumbering Budaya Jawi” yang artinya sebagai titik pusat dan sumber budaya jawa. Di samping memiliki nilai arsitektur yang tinggi, secara keseluruhan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan bangunan monumental yang memberi kesan sakral dan relegius. Setiap perwujudan yang ada, merupakan perlambang dari suatu falsafah hidup yang sangat tinggi.

Sebagai sumber budaya Jawa, Karaton Surakarta Hadiningrat banyak memiliki dan juga melahirkan berbagai karya seni yang tinggi nilai dan falsafahnya, seperti seni tari dan karawitan, seni sastra, busana serta berbagai macam adat tata cara hidup. Karaton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pusat kebudayaan Jawa adalah merupakan transformasi dari konsep filosofi Jawa, yaitu “Manunggaling Kawula Gusti” (Kesatuan antara diri manusia dengan Tuhannya) dan “Sangkan Parapaning Dumadi” (asal dan tujuan dari segala sesuatu itu diciptakan). Konsep tersebut terwujud dalam bentuk bangunan dan ornamen yang ada.

Karaton yang berasal dari kota Ke-Ratu-an yang merupakan tempat tinggal ratu merupakan manifestasi tertinggi dari daya cipta atau istilah Jawa “Pamesu Budi” dari seorang Raja beserta pujangganya yang terwujud dalam bentuk “Karaton”, tempat seluruh nilai serta norma-norma yang ada dalam kehidupan orang Jawa menyatu dalam bentuk kebudayaan yang tinggi nilainya. Nilai-nilai budaya itu membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jawa.

Ada aturan yang tidak tertulis di dalam karaton yang ditaati dan dihormati untuk dilaksanakan yaitu aturan mengenai bangunan kuno yang merupakan Sabda Pangadikan Dalem Sawarga Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinoewoen Pakoe Boewono X yakni : “Wewangun Kang umure luwih paroning abad, haywa kongsi binabad, becik den mulyakna kadya wujude hawangun”, artinya : Bangunan yang berumur 50 tahun janganlah di rusak lebih baik di lestarikan seperti wujudnya semula. Kenyataannya bangunan-bangunan yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat sudah termakan usia, yang lama kelamaan akan mengalami kerusakan fisik. Keadaan seperti ini akan berdampak pada kelestarian tatanan budaya yang ada. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat yang dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan terutama pada tata guna lahan yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak lagi ada hubungan struktural dengan karaton. Misalnya, Langensari dalam Baluwarti yang dulu tempat kandang kuda-kuda kepunyaan kraton, telah menjadi perumahan penduduk, Tamtaman yang dulu tempat prajurit Tamtama Karaton, Pasar Anyar di dalam Baluwarti juga telah berubah jadi perumahan pendudukan bahkan tanpa ijin dari karaton. Dari Gladag menuju Alun-alun Lor (Utara) baik ke arah Barat, Timur, Selatan telah dipenuhi dengan pedagang kaki lima (PKL), belum lagi keberadaan Pasar Klewer yang semrawut, yang berdampak pada makna histories maupun estetika Alun-alun Lor. Demikian juga dapat dilihat banyaknya bangunan lama yang dibangun menjadi bangunan modern, misalnya kawasan Beteng Vastenburg yang sekarang telah dibangun sebagai kawasan pertokoan bertingkat.

Perubahan tata guna lahan tersebut tidak disertai interaksi dengan Karaton Surakarta Hadiningrat dan kurang memperhatikan keberadaan kawasan bersejarah. Bahwa keadaan seperti itu berdampak pada menurunnya identitas kawasan sebagai kawasan bersejarah dan mengurangi makna historis Karaton Surakarta Hadiningrat.

Mengingat pada umumnya warisan budaya yang berupa bangunan kuno selalu menempati lokasi pada pusat kota , sehingga bangunan-bangunan tersebut rata-rata menjadi incaran, untuk kemudian digantikan dengan bangunan-bangunan baru yang dinilai lebih menguntungkan dari segi ekonomi dan bisnis, termasuk lingkungan Karaton Surakarta Hadiningrat. Maka perlu ada usaha penyelematan dengan jalan pelestarian bangunan-bangunan kuno tersebut beserta kawasannya supaya identitas suatu kota tidak hilang.

Meskipun telah ada usaha untuk kegiatan pelestarian yang berupa renovasi terhadap bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat dan juga revitalisasi yang berasal dari bantuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, Departemen Kimpraswil maupun bantuan dari Pemerintah negara lain (Amerika Serikat untuk renovasi Bangsal Marcukunda), akan tetapi hal itu tidak akan berarti jika tidak disertai dengan pengelolaan yang baik terhadap kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut dan juga partisipasi dari masyarakat.

Bahwa untuk melakukan upaya pelestarian haruslah di sertai dengan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang memadai. Untuk itu diperlukan aturan yang jelas tentang siapa yang berhak melakukannya mengingat Karaton Surakarta Hadiningrat adalah peninggalan budaya bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran maupun tumpang tindih atas peraturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis  tertarik membuat Penulisan Hukum (Skripsi) dengan mengambil judul : 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS DAN PENGELOLAAN KARATON KASUNANAN SURAKARTA SEBAGAI CAGAR BUDAYA”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga memudahkan pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Landasan Hukum pelaksanaan pengelolaan Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya yang harus dilestarikan ?

2. Bagaimana Sinkronisasi antara Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang status dan pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ?

3. Bagaimana Implementasi Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1988 tentang status dan pengelolaan Keraton Kasununan Surakarta dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah : “Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun praktek (Soerjono Soekanto, 1984 : 3).

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik tujuan obyektif maupuan tujuan subyektif bagi kepentingan penulis sendiri. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi Landasan Hukum pelaksanaan pengelolaan Keraton Surakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya yang harus dilestarikan.

b. Untuk mengetahui Sinkronisasi antara Keputusan Presiden Nomor 23 Tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

c. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dalam Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data-data konkrit yang berhubungan dengan obyek penelitian penulis.

b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Adminitrasi Negara.

c. Untuk melengkapi syarat akademis mencapai jenjang kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D.   Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfat bagi ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan (referensi) bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wacana kepada masyarakat mengenai perlunya dilakukan pelestarian terhadap kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat. 

b. Sebagai salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai besarnya nilai sejarah yang ada pada Karaton Surakarta Hadiningrat serta pentingnya upaya pelestarian terhadap kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat.

c. Mendorong masyarakat untuk peduli dan turut berperan aktif dalam pelaksanaan pelestarian di kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tujuan dari penelitian dapat di capai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyusun data sebanyak mungkin dan juga gejala-gejala yang ada yang memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap obyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh dipadukan menjadi satu kesatuan penafsiran dan akan dianalisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulis ini adalah deksiptif yaitu menggambarkan obyek penelitian yaitu Karaton Surakarta sedetail mungkin.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat. 

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah

a. Data primer adalah data yang secara langsung dari lapangan, yaitu para pejabat yang menjalankan fungsi jabatan sebagai pelaksana pengelolaan di dalam Karaton Surakarta Hadingingrat.

b. Data sekunder adalah merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer ini. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga studi dokumenter yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang di teliti, yaitu para pejabat yang menjalankan fungsi jabatan sebagai pelaksana pengelolaan di dalam Karaton Surakarta Hadinigrat.

b. Sumber data sekunder

Yaitu kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah

1) Bahan hukum primer:

(a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

(c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

(d) Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No: Kep 10 a/U/VIII/89.

2) Bahan hukum sekunder : 

(a) Kepustakaan hasil penelitian

(b) Koran

(c) Majalah

3) Bahan hukum tersier :

(a) Buku yang berhubungan dengan Karaton Surakarta Hadiningrat.

(b) Kamus.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mendapatkan data sebanyak mungkin dari obyek yang diteliti yaitu Karaton Surakarta Hadiningrat.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Adapun tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas (indepht interview) atau biasa disebut wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang open-ended dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam (HB. Sutopo, 2002 : 59). 

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Karaton Surakarta Hadiningrat.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumentasi, peraturan, laporan, literature dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 5). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menyusun data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Hubberman (dalam HB. Sutopo, 1988 : 31) ada tiga komponen pokok yang merupakan model saling terjalin (interaktif) yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian. 

2. Sajian Data 

Adalah rangkaian informasi yang digunakan untuk mempermudah pemahaman yang disusun secara sistematis yang dapat berupa gambar, skema dan tabel sehingga kesimpulan dapat dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dimana kesimpulan akhir akan dilakukan setelah berakhirnya proses pengumpulan data. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema model analisa interaktif berikut : 

Model Analisa Interaktif 





Sumber : HB. Sutopo, 1998 : 39

9. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

B.Perumusan Masalah

C.Tujuan Penelitian

D.Manfaat Penelitian

E.Metode Penelitian

F.Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.Kerangka Teori

a. Tinjauan tentang Kedudukan Hukum Karaton Surakarta

b. Tinjauan hak atas tanah Karaton Surakarta

c. Tinjauan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta 

d. Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

e. Tinjauan Pendapat Tentang Perlunya Pelestarian Karaton Surakarta Hadiningrat

f. Tinjauan Pendapat Tentang Perlunya Pelestarian Cagar Budaya 

2.Kerangka Pemikiran 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan yuridis keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1988 tentang status dan pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta dalam pelaksanaan pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta sebagai Cagar Budaya.

BAB IV PENUTUP

a.Kesimpulan

b.Saran
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